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								    				    BAB I PENDAHULUAN



1.1



Latar Belakang Masalah



Pada masa sekarang ini, negara-negara di dunia hampir seluruhnya menggunakan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Hal ini berarti kekuasaan rakyat diwakili oleh Badan Perwakilan Rakyat. Di negara kita, salah satu cara untuk memilih wakil rakyat adalah melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu yang di awal persiapan perhelatannya telah melahirkan banyak  kontroversi di publik. Banyak fenomena yang mengusik atau mungkin bisa dikatakan anomali. Tidak berhenti sampai di situ, produk calon legislatif yang dimunculkan dari tiap partai politik belakangan juga menuai banyak kritikan dan cercaan. Kesadaran akan pentingnya demokrasi sekarang ini sangatlah kurang. Hal ini dapat dilihat dari peran serta rakyat Indonesia dalam melaksanakan Pemilihan Umum baik yang dilaksakan oleh pemerintah pusat dan peme pemerintah rinta h daerah. Banyak Banyak



pemilih yang tidak menggun menggunakan akan hak pilihnya. pilihnya. Pemilihan



umum ini dilaksanakan secara langsung pertama kali untuk memilih presiden dan wakil presiden preside n



serta anggota MPR, DPR, DPD, DPRD di tahun 2004.



Kurang matangnya persiapan pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemilu serta minimnya sosialisasi tentang tata cara dan aturan Pemilu, menjadikan banyaknya kasus-kasus pelanggaran Pemilu yang ter jadi. Dari situ lah penulis berfikiran untuk mengangkat masalah tindak pidana pemilu, agar kita semua tahu yang sebenarnya tentang apa itu tindak pidana pemilu dan apa saja s aja yang ada di dalam peraturan peraturan tindak pidana pemilu tersebut.
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 1.2



Rumusan Rumusan Masalah



Dari uraian latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut : 1. Apa itu PEMILU? 2. Apa definisi tindak pidana pemilu? 3. Apasaja macam-macam tindak pidana pemilu? 4. Bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana pemilu?



1.3



ujuan an Tuju



Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah : 1. Untuk mengetahui arti PEMILU. 2. Untuk mengetahui definisi dari tindak pidana pemilu. 3. Untuk mengetahui macam-macam tindak pidana pemilu. 4. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian tindak pidana pemilu.



1.4



Manfaat



Adapun manfaat dari pembuatan makalah ini adalah : 1. Dapat memahami memaha mi arti dari PEMILU. PEMILU. 2. Dapat memahami memaha mi definisi dari tindak pidana pemilu. 3. Dapat memaha mi macam-macam macam-macam tindak pidana pemilu. 4. Dapat memaha mi mekanisme mekanisme penyelesaian tindak pidana pemilu.
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 BAB II TINJAUAN



2.1



PUSTAKA



Pengertian PEMILU



Pemilu adalah suatu proses pr oses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang disini beraneka-ragam, mulai dari Presiden, wakil rakyat di pelbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan.Sistem pemilu digunakan adalah asas luber dan jurdil. Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapka n dan disetujui disetujui oleh para peserta, da n disosialisasikan ke para pemilih.



2.2



Pem Pemilu ilu di Indonesia



Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk  memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diada kan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
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 (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Di tengah masyarakat, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan setiap 5 ta hun sekali.



2.3



Asas Pem Pe milu ilu



Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "Luber" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asal "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak  menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kemudian Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk  menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.
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 BAB III METODE PENELITIAN



mpat 3.1 Tempat



Penelitian



Penelitian dilakukan terhadap keadaan umum yang ada sekarang ini. Dengan melihat dan mengkaji mengenai renang, apa saja manfaat renang secara umum, bagaimana tahapan-tahapan di dalam berenang dan apa saja manfaat renang bagi balita/anak-anak. 3.2



Sumber umber Data Penelitian



Sumber data penelitian yang digunakan adalah jenis data sekunder. Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data hasil referensi dari beberapa buku dan informasi yang diperoleh melalui internet. 3.3 Teknik



Pengumpu Pengumpulan lan Data



Data-data penelitian diperoleh menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dengan harapan



penulis



dapat



memberikan



data



yang



bersifat



informatif



atau



memberitahukan. Untuk mendukung agar data yang diperoleh bersifat falid, maka dalam pengumpulan data digunakan studi pustaka, sehingga diperoleh sebuah hipotesa.
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 3.4 Teknik



Analisis Data



Dalam penelitian, proses yang dilakukan belum cukup bila berhenti sampai pengumpulan data saja. Data yang didapat selanjutnya perlu diolah yang akhirnya dapat memberikan informasi berupa gambaran dari data tersebut. Untuk itu perlu analisis data. Analisis yang dimaksudkan adalah dengan mengatur, menguraikan, mengelompokkan, mengelompokkan, memberi pengolahan data tersebut.
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 BAB IV PEMBAHASAN



4.1



Pengertian PEMILU



Dari berbagai sudut pandang, banyak pengertian mengenai pemilihan umum. Tetapi intinya adalah pemilihan umum merupakan sarana untuk  mewujudkan asas kedaulatan di tangan rakyat sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu hubungan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan, ini adalah inti kehidupan demokrasi. Pemilu dapat dipahami juga sebagai berikut: 1. Dalam undang-undang nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum dalam bagian menimbang butir a sampai c disebutkan: a. Bahwa berdasarkan undang-undang dasar 1945, negara republik  indonesia indonesia adalah adala h negara yang berkedaulatan rakyat; b. Bahwa



pemilihan



kedaulatan



umum



rakyat



merupakan



dalam



rangka



sarana



untuk



keikutsertaan



mewujudkan rakyat



dalam



penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan negara. negara. c. Bahwa pemilihan umum umum bukan hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil



rakyat



yang



akan



duduk



dalam



lembaga



Permusyawaratan/Perwakilan, melainkan juga merupakan suatu sarana untuk mewujudkan penmyusunan tata kehidupan Negara yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia. Demikian juga dalam bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: "pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-undangn 1945.
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 y



Dalam pernyataan umum hak asasi manusia PBB pasal 21 ayat 1 dinyatakan bahwa "setiap orang mempunyai hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakilnya yang dipilih secara bebas." Hak untuk berperan serta dalam pemerintahan ini berkaitan dan tidak terpisahkan dengan hak berikutnya dalam ayat 2 yaitu "setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh ekses yang sama pada pelayann oleh pemerintah negerinya." Selanjutnya untuk mendukung ayatayat tersebut, dalam ayat 3 ditegaskan asas untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang melandasi kewenangan dan tindakan pemerintah suatu negara, yaitu "kehendak rakyat hendaknya menjadi dasar  kewenangan pemerintah; kehendak ini hendaknya dinyatakan di dalam pemilihan-pemilihan sejati dan periodik (periodik) yang bersifat umum dengan hak pilih yang sama dan hendaknya diadakan dengan pemungutan suara rahasia atau melalui prosedur pemungutan suara bebas". Pernyataan umum Hak Asasi Manusia PBB pasal 21 khususnya ayat 3 tersebut merupakan penegasan asas demokrasi yaitu bahwa kedaulatan rakyat harus mejadi dasar bagi kewenangan pemerintah dan kedaulatan rakyat melalui suatu pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia.



y



Pemilihan umum merupakan perwujudan nyata demokrasi dalam praktek  bernegara masa kini (modern) karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk  menyatakan kedaulatannya atas negara dan pemerintah. Pernyataan kedaulatan rakyat



tersebut



diwujudkan



dalam



proses



pelibatan



masyarakat



untuk 



menentukan siapa-siapa saja yang harus menjalankan dan di sini lain mengawasi pemerintahan negara. Karena itu, fungsi utama bagi rakyat adalah "untuk  memilih dan melakukan pengawasan terhadap wakil-wakil wakil-wakil mereka". (http://gsj.tripod.com/pantau1.htm)
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 4.2



Fungsi PEMILU



Pemilihan umum dalam sebuah negara yang demokratis menjadi kebutuhan kebutuhan yang ya ng tidak terelakan. M elalui pemilihan umum, rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya yang diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya dalam suatu pemerintahan yang berkuasa. Pemerintahan yang berkuasa sendiri merupakan hasil dari pilihan maupun bentukan para wakil rakyat



tadi



untuk



menjalankan



kekuasaan



negara.



Tugas



para



wakil



pemerintahan yang berkuasa adalah melakukan kontrol atau pengawasan terhadap pemerintah tersebut. Dengan demikian, melalui pemilihan umum rakyat rakyat akan selalu dapat terlibat t erlibat dalam proses politik dan, secara langsung maupun tidak langsung menyatakan kedaulatan atas kekuasaan negara dan pemerintah melalui para wakil-walilnya. wakil-walilnya. Dalam tatanan demokrasi, Pemilu juga menjadi mekanisme/cara untuk  memindahkan konflik kepentingan dari tataran masyarakat ke tataran badan perwakilan agar dapat diselesaikan secara damai dan adil sehingga kesatuan masyarakat tetap terjamin. Hal ini didasarkan pada perinsip bahwa dalam sitem demokrasi, segala perbedaan atau pertentangan kepentingan di masyarakat tidak  boleh diselesaaikan dengan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan melalui musyawarah (deliberition (deliberition). ). Tugas wakil-wakil rakyaat adalah melakukan musyawarah mengenai kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda agar tercapai apa yang disebut sebagai kepentingan umum yang nantinya kemudian dirumuskan dalam kebijakan umum. (http://gsj.tripod.com/pantau1.htm)



4.3



Pengertian Pem Pemilu ilu LUBER  LUBER dan dan JUR  JUR DIL DIL



Pemilu yang LUBER dan Jurdil mengandung pengertian bahwa pemilihan umum harus diselenggarakan secara demokratis dan transparan, berdasarkan pada asas a sas-asas -asas pemilihan yang ya ng bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil:
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 a.



Langsung  berarti



rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung



memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara; b.



mum U mum



berarti pada dasarnya semua warganegara yang memenuhi



persyaratan minimal dalam usia , yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warganegara yang sudah berumu 21 (dua puluh satu) tahun berhak di-pilih. Jadi, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) (pengecualian) berdasar acuan a cuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial; c.



Bebas



berarti



setiap



warganegara



yang



berhak



memilih



bebas



menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warganegara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya; d.



Rahasia



berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa



pemilihnya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan papun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak  dapat diketahui oleh orang lain kepada suaranya diberikan. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun; e.



ujur  J ujur 



berarti



dalam



menyelenggarakan



pemilihan



umum;



penyelenggaraan/ pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta Pemilu, pengawas dan pemantau Pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak  jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
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 f.



Adil  berarti



dalam menyelenggarakan pem,ilu, setiap pemilih dan partai



politik peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. (http://gsj.tripod.com/pantau1.htm)



4.4



Pentingnya Pem Pe milu ilu LUBER  LUBER dan dan JUR  JUR DIL DIL



Pemilihan umum yang LUBER dan Jurdil dibutuhkan semua pihak, baik  itu pemerintah, partai politik, masyarakat, serta kalangan internasional. Hal ini mengingat pemilihan umum akan menghasilkan para wakil rakyat, yang akan membetuk pemerintahan yang ebrkuasa secara absah. Ini berarti pemilihan umum berfungsi pula sebagai sarana untuk melakukan pengertian pemeritnahan secara wajar dan damai. Keabsahan pemerintah dan pergantian pemerintah secara wajar dan damai hanya dapat dijamin jika hasil Pemilu dapat diterima dan dihorati oleh pihak yang menang maupun pihak yang kalah, serta rakyat dan dunia internasional pada umumnya. Hasil Pemilu yang diterima dan dihormati semua pihak hanya bisa diperoleh melalui penyelenggaraan Pemilu yang LUBER dan Jurdil dapat menghasilkan kepastian dan ketenangan yang akan menjadi landasan kuat bagi terciptanya stabilitas dalam tatanan demokrasi. Pemilu yang LUBER dan Jurdil juga akan dapat mengurangi, atau bahkan menghilangkan kecurigaan, prasangka, maupun tuduhan-tuduhan tuduhan-tuduhan dari suat u pihak lain ya ng terlibat langsung dalam proses Pemilu. (http://gsj.tripod.com/pantau1.htm)



4.5



Perwuju Perwujudan dan Pem Pe milu ilu yang LUBER  LUBE R dan dan JUR  JUR DIL DIL



Untuk mewujudkan Pemilu yang LUBER dan Jurdil, dibutuhkan persyaratan minimal, diantaranya adalah: a. Peraturan perundangan yang mengaatur Pemilu harus tidak membuka peluang bagi terjadinya tindak kecurangan maupun menguntungkan satu atau beberapa pihak tertentu;
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 b. Peraturan pelaksanaan Pemilu yang memuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Pemilu harus tidak membuka peluang bagi terjadinya tindak kecurangan maupun menguntungkan satu atau beberapa pihak tertentu; c. Badan/lembaga penyelenggara Pemilu harus bersifat mandiri dan independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau partai politik  peserta Pemilu baik dalam hal kebijakan maupun operasionalnya, serta terdiri dari tokoh-tokoh yang kreadibilitasnya tidak diragukan; d. Panitia Pemilihan Umum di tingkat nasional maupun daerah harus bersifat mandiri dan independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau partai politik peserta Pemilu baik dalam hal kebijakan maupun operasionalnya, serta terdiri dari tokoh-tokoh yang kreadibilitasnya tidak  diragukan. Keterlibatan aparat pemerintahan dalam kepanitiaan Pemilu sebatas



pada



dukungan



teknis



operasional



dan



hanya



bersifat



administratif; e. Partai politik peserta Pemilu memiliki kesiapan yang memadai untuk  terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya yang berkaitan dengan kepanitiaan Pemilu serta kemampuan mempersiapkan mempersiapkan saksi-saksi saksi-saksi di tempat-tempat pemungutan suara; f.



Lembaga/organisasi/jaringan pemantauan Pemilu harus terlibat aktif  dalam setiap proses dan tahapan Pemilu disemua tingkatan diseluruh wilayah pemilihan untuk memantau perkembangan penyelenggaraan Pemilu;



g. Anggota masyarakat luas baik secara perorangan dan kelompok, maupun yang berhimpun dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan harus aktif  dalam memantau setiap perkembangan penyelenggaraan Pemilu di daerahnya masing-masing; masing-masing; h. Insan pers dan media massa harus memberikan perhatian secara khusus pada setiap perkembangan penyelenggaraan Pemilu, supaya setiap perkembangan yang ada dapat segera dapat diberitakan kepada anggota masyarakat luas;
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 i.



Memupuk kesadaran politik setiap warganegara supaya semakin sadar  akan hak politiknya dalam Pemilu dan semakin memiliki kematangan dan kedewasaan politik sehingga tidak mudah untuk dipaksa, diancam, dibeli, maupun dipengaruhi dengan cara-cara yang tidak wajar untuk  memilih, atau berbuat kecurangan yang menguntungkan, pihak-pihak  tertentu. (http://gsj.tripod.com/pantau1.htm)



4.6



Definisi Tindak Pidana Pem Pe milu ilu



a. Pengertian Dalam Peraturan Peratura n Perundang-Undangan Perundang-Undangan Sampai saat ini tidak ada definisi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai apa yang disebut dengan Tindak  Pidana Pemilihan Umum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang merupakan peninggalan Belanda telah dimuat lima pasal yang substansinya adalah tindak pidana pemilu tanpa menyebutkan sama sekali apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu. Begitu pula di dalam beberapa Undang-Undang Pemilu yang pernah berlaku di Indonesia mulai dari UU No. 7 Tahun 1953, UU No. 15 Tahun 1969 (yang telah diubah beberapa kali dengan UU No. 4 Tahun 1975, UU No. 2 Tahun 1980, hingga UU No. 1 Tahun 1985), hingga UU No. 12 Tahun 2003 dan UU No. 23 Tahun 2003. Beberapa undang-undang tersebut, memuat ketentuan pidana di dalamnya, tetapi semuanya tidak memberi definisi apa yang disebut dengan tindak pidana pemilu. (Topo Santoso:1,Tindak Pidana Pemilu)



b. Pengertian Dalam Kepustakaan



Di Indonesia sendiri meskipun pemilihan umum sudah berkali-kali dilaksanakan, mulai dari pemilu 1955 hingga pemilu 2004, sangat sedikit buku yang mengupas mengenai tindak pidana pemilu, dua di antaranya yang jelas-jelas berjudul Tindak Pidana Pemilu adalah karya dari Djoko Prakoso
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 dan karya S intong Silaban. Kedua buku ini menggunakan menggunakan pendekatan hukum. Sementara itu, masih ada buku-buku lainnya yang menggunakan pendekatan sosial, politik, atau ekonomi. Satu yang cukup dikenal adalah karya Alexander Irwan dan Edriana, yaitu Pemilu : Pelanggaran Asas Luber . Luber . Berbagai buku yang menjadikan tindak pidana pemilu sebagai sorotan tampaknya belum ada yang secara mendalam membahas mengenai pengertian dan cakupan dari tindak pidana pemilu. Sintong Silaban misalnya ketika memberi pengertian tindak pidana pemilu, ia menguraikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana secara umum, kemudian menerapkannya dalam kaitannya dengan pemilu. Begitu pula Djoko Prakoso melakukan hal yang sama secara panjang lebar, tetapi kemudian ia memberi definisi sendiri mengenai tindak pidana pemilu dengan menyatakan : ³Setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.´ Tentu saja definisi ini terlampau sederhana dan tidak dapat memotret dengan jelas apa saja tindak pidana pemilu itu karena definisi ini tidak membatasi ketentuan hukum yang dilanggar. Hukum pidana, hukum perdata,



atau



administrasi



negara?Lagipula,



perbuatan



mengacaukan,



menghalang-halangi, atau mengganggu jalannya pemilihan umum hanyalah merupakan sebagian saja dari tindak pidana pemilu. Masih banyak lagi tindak  pidana pemilu lainnnya seperti memilih lebih dari yang ditentukan, mengaku sebagai orang lain, dan sebagainya.



Dengan demikian, menurut saya apabila sulit untuk memberi definisi yang menvakup semua tindak pemilu lebih baik menggunakan pengertian berupa cakupan dari tindak pidana pemilu. (Topo Santoso:2,Tindak Pidana Pemilu)



c. Pengertian Yang Digunakan Untuk mengetahui pengerrtian tindak pidana pemilu (election offences) kita juga bisa melihat dari sudut cakupannya. Sebagai ontoh, jika
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 orang bertanya mengenai apa yang dimaksud dengan korupsi, agak lebih mudah menjawabnya karena perbuatan yang tergolong korupsi dikumpulkan menjadi satu. Untuk mengetahui pengertian dan cakupan korupsi orang akan dapat merujuk pada rumusan unsur-unsur dari beberapa tindak pidana beberapa tindak pidana di dalam Undang-Undang Korupsi. Akan tetapi, tidak  demikian dengan tindak pidana yang terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan



nonpidana,



seperti



Undang-Undang



Perbankan,



Undang-Undang Pemilu, dan sebagainya. Perbedaan pendapat mengenai pengertian dan cakupan tindak pidana pemilu juga terjadi sebagaimana terjadi dalam tindak pidana perbankan. Bahkan dikalangan masyarakat cakupan dari tindak pidana pemilu acap kali dilihat terlalu luas sehingga meliputi semua tindak pidana yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu, termasuk tindak pidana biasa (misalnya pelanggaran lalu lintas) yang terjadi pada saat kampanye misalny, atau penyelewengan keuangan (korupsi) yang terjadi dalam tender pembelian perlengkapan pemilu. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ada tiga kemungkinan pengertian dan cakupan dari tindak pidana pemilu: pertama, pertama, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam undang-undang pemilu; kedua, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur baik dalam maupun luar undang-undang pemilu; dan ketiga, semua tindak pidana yang terjadi pada



saat



pemilu



(termasuk



pelanggaran



lalu



lintas,



penganiayaan



(kekerasan), perusakan dan sebagainya.) (Topo Santoso:3,Tindak Pidana Pemilu)



4.7



MacamMacam-Maca Macam m Tindak Pidana Pem Pe milu ilu



A. Tindak Pidana Pemilu Dalam KUHP Macam-macam tindak pidana pemilu yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah : 1) Merintangi Orang Menjalankan Haknya dalam Memilih Pasal 148 KUHP menyatakan:
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 ³Barangsiapa pada waktu diadaka n pemilihan berdasarkan aturanaturan umum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja merintangi seseorang memakai hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.´ 2) Penyuapan Pasal 149 KUHP menyatakan: ³(1) Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap menyuap seseorang supaya tidak



memakai hak pilihnya, pilihnya, atau



supaya memakai hak itu menurut cara yang tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima li ma ratus rupiah. (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap supaya memakai atau tidak memakai haknya seperti diatas.´ 3) Perbuatan Tipu Muslihat Pasal 150 KUHP menyatakan: ³Barangsiapa pada waktu diadaka n pemilihan berdasarkan aturanaturan umum, melakukan tipu muslihat sehingga suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan orang lain daripada yang dimaksud oleh pemilih itu menjadi terpilih, diancam dengan pidana penjara paling la ma sembilan bulan.´ 4) Mengaku sebagai Orang Lain Pasal 151 KUHP menyatakan: ³Barangsiapa dengan sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.´ 5) Menggagalkan Pemungutan Suara yang Telah Dilakukan atau Melakukan Tipu Muslihat
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 Pasal 152 KUHP menyatakan: ³Barangsiapa pada waktu diadaka n pemilihan berdasarkan aturanaturan umum dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang



telah



diadakan



atau



melakukan



tipu



muslihat



yang



menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari yang seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.´



B. UU Nomor 7 Tahun 1953 Macam-macam tindak pidana pemilu yang ada di dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 1953 adalah : 1)



Memberi Keterangan Tidak Benar  Pasal 113 UU No. 7 Tahun 1953 menyatakan: ³Barangsiapa dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak  benar mengenai dirinya sendiri atau orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dihukum dengan hukuman penjara sela ma-lamanya ma-lamanya sembilan bulan.´



2)



Meniru atau Memalsu Surat Pasal 114 UU No. 7 Tahun 1953 menyatakan: ³Barangsiapa meniru atau memalsu sesuatu surat, yang menurut suatu aturan dalam undang-undang ini atau menurut sesuatu aturan pelaksanaan undang-undang ini diperlukan untuk menjalankan sesuatu perbuatan dalam pemilihan, dengan maksud untuk  dipergunakan sendiri atau oleh orang lain sebagai surat yang sah dan tidak terpalsu, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun.´



3) Menyimpan Surat Palsu Palsu untuk untuk Menggunakan atau Digunakan Orang Lain
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 Pasal 115 UU No. 7 Tahun 1953 menyatakan: ³Barangsiapa menyimpan sesuatu surat termaksud dalam pasal 114, dengan mengetahui bahwa surat itu tidak sah atau terpalsu, dengan maksud untuk mempergunakannya atau supaya digunakan oleh orang lain sebagai surat yang sah dan tidak terpalsu, dihukum dengan hukuman penjara selama s elama-lamanya -lamanya lima tahun.´ 4) Menggunakan atau Menyuruh Menyuruh Orang Menggunakan Surat Palsu Pasal 116 UU No. 7 Tahun 1953 menyatakan: ³Barangsiapa dengan sengaja, dengan mengetahui bahwa sesuatu surat yang termaksud dalam pasal 114 adalah tidak sah atau terpalsu,



mempergunakannya



atau



menyuruh



orang



lain



mempergunakannya sebagai surat yang sah dan tidak terpalsu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.´ 5) Menyimpan Surat yang Tidak Sah untuk Menggunakannya Menggunakannya atau Dipergunakan Orang Lain Pasal 117 UU No. 7 Tahun 1953 menyatakan: ³Barangsiapa menyimpan sesuatu surat termaksud dalam pasal 114 dengan



maksud



untuk



mempergunakannya



atau



supaya



dipergunakan oleh orang lain berlawanan dengan hukum, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun.´ 6)



Mengahalangi atau Mengganggu Mengganggu Pemilu Pasal 118 UU No. 7 Tahun 1953 menyatakan: ³Barangsiapa dengan sengaja mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan yang diselenggarakan menurut undang-undang ini, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.´



7) Menghalangi Orang Memilih dengan Kekerasan atau Ancaman Ancaman Pasal 119 UU No. 7 Tahun 1953 menyatakan: ³Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut undang-undang ini dengan sengaja dan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan menghalang-halangi seseorang akan
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 melakukan haknya memilih dengan bebas dan tidak terganggu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.´ 8) Penyuapan Pasal 120 UU No. 7 Tahun 1953 menyatakan: ³Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk  memilih maupun maupun supaya supaya ia menjalankan haknya itu itu dengan dengan cara tertentu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Hukuman itu dikenakan juga kepada pemilih yang karena menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat berbuat sesuatu.´ 9)



Melakukan Tipu Muslihat Pasal 121 UU No. 7 Tahun 1953 menyatakan: ³Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut undang-undang ini melakukan sesuatu perbuatan perbuatan tipu muslihat yang menyebabkan suara seseorang pemilih menjadi tidak  berharga atau orang lain daripada orang yang dimaksudkan oleh pemilih itu menjadi terpilih, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun.´



10) Mengaku sebagai sebagai Orang Lain Lain Pasal 122 UU No. 7 Tahun 1953 menyatakan: ³Barangsiapa dengan sengaja turut serta dalam pemilihan menurut undang-undang ini dengan mengaku dirinya orang lain, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.´ 11) Memberi Suara Lebih dari dari Sekali Pasal 123 UU No. 7 Tahun 1953 menyatakan: ³Barangsiapa memberikan suaranya lebih dari satu kali dalam suatu pemilihan yang diadakan menurut undang-undang ini, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.´ 12) Menggagalkan Pemungutan Pemungutan Suara yang Telah Dilakukan Dilakukan atau Melakukan Tipu Muslihat Pasal 124 UU No. 7 Tahun 1953 menyatakan:
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 ³Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut undang-undang ini dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan, atau melakukan sesuatu perbuatan tipu muslihat, yang menyebabkan hasil pemungutan suara itu menjadi lain daripada yang harus diperoleh dengan surat-surat suara yang dimasukkan dengan sah atau dengan suara-suara yang diberikan dengan sah, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.´ 13) Majikan Tidak Memenuhi Kewajiban Pasal 125 UU No. 7 Tahun 1953 menyatakan: ³Seorang majikan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam Pasal 73, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah.´ 14) Penyelenggara Penyelenggara yang Melalaikan Kewajibannya Pasal 126 UU No. 7 Tahun Ta hun 1953 menyatakan: ³Seorang



penyelenggara penyelenggara



pemilihan



yang



melalaikan



kewajibannya, dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya seribu rupiah.´



C. UU Nomor 15 Tahun 1969



Macam-macam tindak pidana pemilu yang ada di dalam UndangUndang Nomor 15 Tahun 1969 adalah : No.



1.



Pe milu ilu Tindak Pidana Pem



Memberi keterangan tidak 



UU No. 7



Sanksi



ahun 1953 Tahu



Maksimum Maksimum



Orde



Pasal 113



9 bulan



Pasal 26



1 tahun



penjara



ayat (1)



penjara



5 tahun



Pasal 26



5 tahun



penjara



ayat (2)



penjara



5 tahun



Tidak ada



Tidak ada



5 tahun



Pasal 26



5 tahun



penjara



ayat (3)



penjara



benar  2.



3.



Meniru Surat



Menyimpan surat palsu



Pasal 114



Pasal 115



dengan mengetahui surat itu



UU Pem Pemilu ilu Baru Baru



Sanksi Maksimum Maksimum



penjara



palsu dengan maksud digunakan 4.



Mempergunakan atau menyuruhgunakan surat



Pasal 116
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 palsu 5.



Menyimpan surat palsu



Pasal 117



Tidak ada



Tidak ada



5 tahun



Pasal 27



5 tahun



penjara



ayat (1)



penjara



5 tahun



Pasal 27



5 tahun



penjara



ayat (2)



penjara



5 tahun



Pasal 27



3 tahun



penjara



ayat (3)



penjara



3 tahun



Pasal 27



3 tahun



penjara



ayat (4)



penjara



5 tahun



Pasal 27



5 tahun



penjara



ayat (5)



penjara



5 tahun



Pasal 27



5 tahun



penjara



ayat (7)



penjara



5 tahun



Pasal 27



5 tahun



penjara



ayat (8)



penjara



3 bulan



Pasal 27



3 bulan



memenuhi kewajiban



penjara atau



ayat (9)



kurungan



memberi kesempatan



denda



pegawainya memilih



setinggi-



Denda



Pasal 27



3 bulan



yang melalaikan



setinggi-



ayat (10)



kurungan



kewajibannya



tingginya



atau denda



Rp.1.000,00



setinggi-



dengan menggunakan atau



2 tahun penjara



digunakan orang 6.



Mengacaukan/mengganggu



Pasal 118



/ menghalangi jalannya pemilu 7.



Dengan kekerasan/ kekerasa n/



Pasal 119



ancaman kekerasan menghalangi orang memilih 8.



Menyuap dan menerima



Pasal 120



suap 9.



Tipu muslihat menyebabkan



Pasal 121



suara pemilih tidak  berharga atau orang lain menjadi terpilih 10.



Turut serta pemilu dengan



Pasal 122



mengaku sebagai orang lain 11.



Memberikan suara lebih



Pasal 123



dari yang ditentukan 12.



Menggagalkan pemungutan



Pasal 124



suara yang telah dilakukan/ melakukan tipu muslihat yang menyebabkan hasil pemungutan suara menjadi lain dari yang seharusnya 13.



Majikan yang tidak 



Pasal 125



tingginya Rp10.000,00 14.



Penyelenggara pemilihan



Pasal 126



tingginya Rp.15.000 15.



Pelanggaran berkaitan



-



-



Pasal 27



5 tahun



dengan hak pilih berkas



ayat (6) jo



penjara



anggota PKI dan berkas



pasal 2 ayat



organisasi terlarang lain



(1)
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 D. UU Nomor 3 Tahun 1999



Macam-macam tindak pidana pemilu yang ada di dalam UndangUndang Nomor 3 Tahun 1999 adalah : 1)



Memberi Keterangan Tidak Benar  Pasal 72 ayat (1) menyatakan : ³Barangsiapa dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak  benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang sesuatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 1 (satu) tahun.´



2)



Meniru Surat Pasal 72 ayat (2) menyatakan : ³Barangsiapa meniru atau memalsu sesuatu surat, yang menurut suatu aturan dalam undang-undang ini diperlukan untuk  menjalankan sesuatu perbuatan dalam pemilihan umum, dengan maksud untuk dipergunakan sendiri atau orang lain sebagai surat sah dan tidak dipalsukan, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun.´



3)



Menggunakan Surat Palsu Pasal 72 ayat (3) menyatakan : ³Barangsiapa dengan sengaja dan mengetahui bahwa sesuatu surat dimaksud pada ayat (2) adalah tidak sah atau dipalsukan, mempergunakannya



atau



menyuruh



orang



lain



mempergunakannya



atau



menyuruh



orang



lain



mempergunakannya sebagai surat sah dan tidak dipalsukan, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun.´ 4)



Mengacaukan, Mengacaukan, Mengganggu, Mengganggu, dan Menghalangi Jalannya Pemilu Pasal 73 ayat (1) menyatakan : ³Barangsiapa dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan
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 menurut undang-undang ini, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun.´ 5)



Dengan Kekerasan atau Ancaman Ancaman Kekerasan Kekerasan Menghalangi Orang memilih Pasal 73 ayat (2) menyatakan : ³Barangsiapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut



undang-undang



ini



dengan



sengaja



dan



dengan



kekerasan atau dengan ancaman kekerasan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih dengan bebas dan tidak terganggu jalannya kegiatan pemilihan umum dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun.´ 6)



Menyuap dan Menerima Suap Pasal 73 ayat (3) menyatakan : ³Barangsiapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.´



7)



Tipu Muslihat Menyebabkan Suara Pemilih Tidak Berharga Berharga atau Orang Lain Terpilih Pasal 73 ayat (4) menyatakan : ³Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan umum menurut undang-undang ini melakukan tipu muslihat yang menyebabkan suara seseorang pemilih menjadi tidak berharga atau yang menyebabkan partai tertentu mendapatkan tambahan suara, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun.´
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 8)



Turut Serta Pemilu dengan dengan Mengaku sebagai Orang Orang Lain Pasal 73 ayat (5) menyatakan : ³Barangsiapa dengan sengaja turut serta dalam pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan mengaku dirinya sebagai orang lain, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun.´



9)



Pelanggaran Berkaitan dengan dengan Hak Pilih Berkas PKI atau Organisasi terlarang lainnya Pasal 73 ayat (6) menyatakan : ³Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun.´



10) Memberikan Suara Lebih Lebih dari yang Ditentukan Pasal 73 ayat (7) menyatakan : ³Barangsiapa memberikan suaranya lebih dari yang ditetapkan dalam undang-undang ini dalam satu pemilihan umum, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun.´ 11) Menggagalkan Pemungutan Pemungutan Suara yang Telah Ditentukan Ditentukan Pasal 73 ayat (8) menyatakan : ³Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan, atau melakukan sesuatu perbuatan tipu muslihat yang menyebabkan hasil pemungutan suara itu menjadi lain dari yang harus diperoleh dengan suara-suara yang diberikan dengan sah, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun.´ 12) Majikan Tidak Tida k Memenuhi Kewajiban Kewa jiban Memberi Kesempatan Pekerjanya Memilih Pasal 73 ayat (9) menyatakan : ³Seorang majikan atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya tanpa alasan
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 bahwa pekerjaan dari pekerja itu tidak memungkinkannya, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun.´ 13) Penyelenggara Penyelenggara Pemilu Melalaikan Kewajibannya Pasal 73 ayat (10) menyatakan : ³Seorang penyelenggara pemilihan umum yang melalaikan kewajibannya, dipidana dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).´ 14) Memberi Sumbangan Sumbangan Kampanye Melebihi Melebihi Ketentuan Pasal 73 ayat (11) menyatakan : ³Barangsiapa memberikan dana sumbangan kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU dipidana dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).´



E. UU Nomor 12 Tahun 2003 dan UU Nomor 23 Tahun 2003



Macam-macam tindak pidana pemilu yang ada di dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2003 adalah : Pasal



Isi



Ancaman Pidana



137



Setiap orang yang dengan sengaja



Penjara paling singkat 15 (lima belas) hari



ayat (1)



memberikan keterangan yang tidak  atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau benar mengenai diri sendiri atau



denda



paling



sedikit



Rp100.000,00



diri orang lain tentang suatu hal



(seratus ribu rupiah) atau paling banyak 



yang diperlukan untuk pengisian



Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)



daftar pemilih. Setiap orang yang dengan sengaja



Penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau



menyebabkan orang lain kehilangan



paling lama 6 (enam) bulan dan/atau



hak



yang



denda paling sedikit Rp200.000,00 (dua



kehilangan hak pilihnya tersebut



ratus ribu rupiah) atau paling banyak 



berkeberatan.



Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)



137



Setiap orang yang dengan sengaja



Penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau



ayat (3)



memalsukan surat yang menurut



paling lama 18 (delapan belas) bulan



137 ayat (2)



pilihnya



dan



orang
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 suatu aturan dalam undang-undang



dan/atau



ini diperlukan untuk menjalankan



Rp600.000,00 (enam



suatu



atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam



perbuatan



dalam



pemilu,



dengan maksud untuk digunakan



denda



paling



sedikit



ratus ribu rupiah)



juta rupiah)



sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak  dipalsukan



137 ayat (4)



Setiap orang yang dengan sengaja



Penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau



dan mengetahui bahwasuatu surat



paling lama 18 (delapan belas) bulan



sebagaimana dimaksud pada ayat



dan/atau



(3)



Rp600.000,00 (enam



adalah



tidak



sah



atau



denda



paling



sedikit



ratus ribu rupiah)



dipalsukan, menggunakannya atau



atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam



menyuruh



juta rupiah)



orang



lain



menggunakannya sebagai surat sah.



137 ayat (5)



Setiap orang dengan kekerasan atau



Penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau



dengan ancaman kekerasan atau



paling lama 18 (delapan belas) bulan



dengan



dan/atau



menggunakan



kekuasaan



denda



paling



sedikit



yang ada padanya saat pendaftaran



Rp600.000,00 (enam



pemilih



atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam



menghalang-halangi



seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih



dalam



pemilu



ratus ribu rupiah)



juta rupiah)



menurut



undang-undang ini. Setiap orang yang dengan sengaja



Penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau



melakukan perbuatan curang untuk  paling lama 18 (delapan belas) bulan



137 ayat (6)



menyesatkan seseorang atau dengan



dan/atau



memaksa atau dengan menjanjikan



Rp600.000,00 (enam



suatu



atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam



imbalan



untuk



dengan



memperoleh



maksud dukungan



denda



paling



sedikit



ratus ribu rupiah)



juta rupiah)



dukungan bagi pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu.



137 ayat (7)



Setiap orang yang dengan sengaja



Penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau



memberikan keterangan yang tidak 



paling lama 18 (delapan belas) bulan



benar



atau



surat



dan/atau



palsu



seolah-olah



surat



Rp600.000,00 (enam



menggunakan sebagai



yang sah tentang suatu hal yang



denda



paling



sedikit



ratus ribu rupiah)



atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam



diperlukan bagi persyaratan untuk  juta rupiah) menjadi peserta pemilu.
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 4.8



Mekanism Mekanis me Penyelesaian Tindak Pidana Pem Pemilu ilu



Menurut UU 10 Tahun 2008 tentang Pemilu y



Mekanisme Pelaporan Pelanggaran Penyelesaian pelanggaran pemilu diatur dalam UU Pemilu BAB XX. Secara umum, pelanggaran diselesaikan melalui Bawaslu/Panwaslu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Dalam proses pengawasan tersebut, Bawaslu dapat menerima laporan, melakukan kajian atas laporan dan temuan adanya dugaan pelanggaran, dan meneruskan temuan dan laporan dimaksud kepada institusi yang berwenang. Selain berdasarkan temuan Bawaslu, pelanggaran dapat dilaporkan oleh anggota masyarakat yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu dan peserta pemilu kepada Bawaslu, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota paling lambat 3 hari sejak terjadinya pelanggaran pemilu. Bawaslu memiliki waktu selama 3 hari untuk melakukan kajian atas laporan atau temuan terjadinya pelanggaran. Apabila Bawaslu menganggap laporan belum cukup lengkap dan memerlukan informasi tambahan, maka Bawaslu dapat meminta keterangan kepada pelapor dengan perpanjangan perpanjangan waktu s elama 5 hari. Berdasarkan kajian tersebut, Bawaslu dapat mengambil kesimpulan apakah temuan dan laporan merupakan tindak pelanggaran pemilu atau bukan. Dalam hal laporan atau temuan tersebut dianggap sebagai pelanggaran, maka Bawaslu membedakannya menjadi 1) pelanggaran pemilu yang bersifat administratif dan 2) pelanggaran yang mengandung unsur pidana, kemudian meneruskannya kepada instansi yang berwenang.
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 y



Mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi oleh KPU Pelanggaran pemilu yang bersifat administrasi menjadi kewenangan KPU untuk menyelesaikannya. Sesuai dengan sifatnya, maka sanksi terhadap pelanggaran administrasi adalah sanksi administrasi. Khusus terkait dengan pelanggaran



yang



dilakukan



oleh



penyelenggara



maka



KPU



dapat



menggunakan Peraturan KPU tentang Kode Etik KPU. Aturan lebih lanjut tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi dibuat dalam peraturan KPU. Meski pelanggaran administrasi menjadi kompetensi KPU untuk  menyelesaikannya, tetapi UU Pemilu juga memberikan wewenang tersebut kepada Panawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dapat dibaca pada pasal 113 ayat (2) huruf b, pasal 118 ayat (2) huruf b, dan pasal 123 ayat (2) huruf b, tetapi bagaimana pemisahan dan tata caranya, UU tidak mengatur lebih lanjut.



y



Mekanisme penyelesaian pelanggaran pidana pemilu Mengacu kepada pasal UU Pemilu, maka temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana diteruskan oleh Bawaslu kepada Penyidik untuk selanjutnya diproses melalui pengadilan dalam yuridiksi peradilan umum yang ditangani oleh hakim khusus. Pengaturan lebih jauh mengenai hakim khusus tersebut akan diatur melalui Peraturan MA. Kecuali yang diatur secara berbeda dalam UU Pemilu, maka hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana pemilu menggunakan KUHAP sebagai pedoman beracara. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu yang didukung dengan data permulaan yang cukup, pelanggaran yang mengandung unsur pidana dilanjutkan kepada penyidik untuk diselesaikan melalui peradilan umum. Dalam jangka waktu 14 hari setelah laporan dari Bawaslu, penyidik  harus menyampaikan hasil penyidikan beserta berkas perkara kepada penuntut umum (PU). Jika hasil penyidikan dianggap belum lengkap, maka dala m waktu
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 paling lama 3 hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik kepolisian disertai dengan petunjuk untuk melengkapi berkas bersangkutan. bersangkutan. Perbaikan berkas oleh penyidik maksimal 3 hari untuk kemudian kemudian dikembalikan kepada PU. Maksimal 5 hari sejak berkas diterima, PU melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan. 7 hari sejak berkas perkara diterima Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana pemilu. Kepada pihak yang tidak  menerima putusan PN tersebut memiliki kesempatan banding ke Pengadilan Tinggi. Permohonan banding terhadap putusan tersebut diajukan paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan. PN melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada PT paling lama 3 hari sejak permohonan banding diterima. PT memiliki kesempatan untuk memeriksa dan memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud paling lama 7 hari setelah permohonan banding diterima. Putusan banding tersebut merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum lain. 3 hari setelah putusan pengadilan dibacakan, PN/PT harus telah menyampaikan putusan tersebut kepada PU. Putusan sebagaimana dimaksud harus dilaksanakan paling la mbat 3 hari setelah putusan diterima jaksa. Jika perkara pelanggaran pidana pemilu menurut UU Pemilu dipandang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu maka putusan pengadilan atas perkara tersebut harus sudah selesai paling lama 5 hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional. Khusus terhadap putusan yang berpengaruh terhadap perolehan suara ini, KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan peserta harus sudah menerima salinan putusan pengadilan pada hari putusan dibacakan. KPU berkewajiban untuk menindaklanjuti putusan sebagaimana dimaksud. Demikian pengecualian hukum beracara untuk menyelesaikan tindak  pidana pemilu menurut UU 10/2008 yang diatur berbeda dengan KUHAP. Sesuai dengan sifatnya yang cepat, maka proses penyelesaian pelanggaran
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 pidana pemilu paling lama 67 hari sejak terjadinya pelanggaran sampai dengan pelaksanaan putusan oleh jaksa. Pengaturan ini jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan UU 12/2003 yang memakan waktu 121 hari.
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 BAB V PENUTUP



5.1



Kesimpu Kesimpulan lan



5.2



Saran
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